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BUPATI BUTON 
 

PROVINSI SULAWESI TENGGARA 
 

PERATURAN BUPATI BUTON 
 NOMOR 12 TAHUN 2025 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 19 TAHUN 2024 
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN BUTON TAHUN 2025 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BUTON, 
 
Menimbang : bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai 

dengan asumsi dan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Kabupaten Buton Tahun 2025, serta untuk 
melaksanakan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Nomor 19 
Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Kabupaten Buton Tahun 2025; 

 
Mengingat :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran  Negara Republik  
Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah  
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6737); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
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5. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4700); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik   
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2023 
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan,( tambahan lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,  sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6856); 

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6757); 

10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6801); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4663); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang 
Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran 
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6056); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6323); 

17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 136); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1312); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 
tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 
Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 288); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2024 Nomor 543); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton 
Tahun 2016 Nomor 116), sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten  
Buton Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton 
Tahun 2023 Nomor 183); 
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26. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2024 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Buton Tahun 2005-2045 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Buton Tahun 2024 Nomor 196); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2024 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Buton Tahun 2024 Nomor 193); 

28. Peraturan Bupati Buton Nomor 19 Tahun 2024 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tahun 
2025 (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2024 Nomor 
519); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 19 TAHUN 2024 
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN BUTON TAHUN 2025. 

 
Pasal I 

Diantara ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Bupati Buton 
Nomor 19 Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 
2024 Nomor 519) disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 3A 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 3A 

(1) Dengan Peraturan Bupati ini, Pemerintah Daerah   
menyusun dan menetapkan Perubahan RKPD Tahun 2025. 

(2) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut: 
a. Bab I : Pendahuluan 
b. Bab II : Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II 

Tahun Berkenan 
c. Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah 
d. Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan 

Daerah 
e. Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah 
f. Bab VI : Penutup 

(3) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
memuat: 
a. latar belakang; 
b. maksud dan tujuan; 
c. dasar hukum penyusunan; 
d. dasar pertimbangan perubahan; dan 
e. sistematika penulisan. 

(4) Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat 
capaian target kinerja dan penyerapan anggaran dari 
program/kegiatan sampai dengan triwulan II; 

(5) Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat: 
a. kondisi perekonomian Daerah Tahun 2024 dan Tahun 

2025; 
b. prospek perekonomian Daerah; 
c. arah kebijakan ekonomi Daerah; dan 
d. arah perubahan kebijakan keuangan Daerah. 
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(6) Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf d memuat sasaran dan 
prioritas pembangunan Daerah Tahun 2024. 

(7) Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf e memuat program, kegiatan 
dan subkegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan dan 
lokasi kegiatan. 

(8) Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f 
memuat kesimpulan dan harapan berkenaan dengan 
pelaksanaan perubahan RKPD  tahun 2025. 

(9) Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan  
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Buton. 

 
Ditetapkan di Pasarwajo 
pada tanggal 19 Agustus 2025 

 
BUPATI BUTON, 

 
ttd. 

 
ALVIN AKAWIJAYA  PUTRA 

Diundangkan di Pasarwajo 
pada tanggal 19 Agustus 2025 
 
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON, 
 

ttd. 
 
LA ODE SYAMSUDIN 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2025 NOMOR 550 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

  Kepala Bagian Hukum, 
 

 
 
 
 

  FAKHARUDIN M. SATU, S.H., M.H. 
  Pembina Tingkat I (IV/b) 

  NIP 196810051994011002 
 

 


